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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak  pidana  korupsi di  Indonesia sudah meluas  dalam  masyarakat.
Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana
Lorupsi vang tidak terkendali akun membawa bencana, tidak saja l;hhadap kehidupaun
perckonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada
emumnya. lindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan
bk ekonomi masvarakat, Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu Kejahalan yang
lusr bissa. Begitu pula dalam upava pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan
secara biasa. tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa, Selanjulnya terbukii bahwa
ads keterkaitan  antara korupsi dan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan
terorganisasi  merupakan  perbuatan kejahatan serius vang dilakukan lerencana
seperti (kekerasan pada wanita, korupsi , mutilasi . pelanggaran [TAM ) dan kejahatan
chonomi (tindak pidana pencucian uang). Schingga tindak pidana korupsi merupakan
werahatan yang sangat merugikan negara. Tindak pidana korupsi dalam jumlah besar
Serpotensi merugikan keuangan negara schingga dapal mengpanggu sumber daya
sembangunan dan membahavakan stabilitas politik suatu negara. Saat ini korupsi
sudah bersifat transnasional. Contohnva adalah apa yang dinamakan foreign bribery.,

waitu penvuapan oleh perusahaan-perusabaan multinasional kepada pejabat-pejabat




| negara berkembang,

Korupsi juga dapat diindikasikan dapat menimbulkan bahaya terhadap
keamanan umat manusia, karena felsh merambah ke dunia pendidikan,
keschatan, penyediaan sandang pangan  rakyat, keagamaan, dan  fungsi-
funesi pelayanan sosial lain, Dalam penyuapan di dunia perdagangan, baik
vang bersifat domestik maupun transnasional. korupsi jelas-jelas  telah
merusak mental pejabat, Demi mengejar kekayaan, para pejabat negara tidak
takut melanggar hukum negara. Kasus-kasus lindak piduna korupsi sulit
diungkap Karcna para pelakunya terkait dengan wewenang atau kekuassannya
vang dimiliki, Biasanya dilakukan lebih dari saty orang dan terorganisasi.
Oleh karena i, kejabatan ini sering disebut kejahatan kerali putih. Tindak
pidana korupsi tidak harus mengandung sccara langsung unsur merugikan
keuangan negara atiu perckonomian negara, misalnya suap menyuap. Yang
merapakan  perbuatan rercela adalah penyalahgunaan kekuasaan, perilaku
diskrimingtif dengan memberikan keuntungan finansial, pelanggaran
kﬂpﬂrﬂﬂy&iﬁ. rusaknya mental pejabat, ketidakjujuran dalam berkompetisi dan
lain-lain. Menyadarf kompleksnya permasalahan korupsi ditengah-tengah
krisis multidimensioni! serta ancaman nyata yang pasti terjadi, vaitu dampak
dart kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapet dikategorikan scbagai

permasalahan nasional vang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui
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langkah-langhah yang (egas dun jelas dengan melibatkan semua potensi yang
ada dalam masyarakat khususnva pemeriniah dan aparat penegak hukum. 2

Pelaksanaan Hukum Pidana Korupsi vang sekarang belum mampu
mengurangi korupsi dan mcnghiiung_km korupsi, maka para koruptor perlu
diberi  hukuman vang berefek  menjerakan, bukan hanya sekedar
memenjarakan. Dalam hukum Islam, bagai para pencuri harus dihukum
potong tangan. Memang banyak orang yang sangat lakul dengan hukuman
mi. baik dari kalangan muslim apalagi non-Muslim. Sebutan bagi para
pendengung syariat lslam sebagai fundamentalis, eksirimis, bahkan mungkin
disebut teroris, ‘

Untuk memberantas korupsi perlu langkah-langkah politis dan hukum
agar prohlem ini tidak berlarut dsm mewartskan stigima terhadap generasi yang
ahun datang. Bila mengacy pada perspektif syariat islam maka korupsi bisa
dikategorikan kepada dua pendapat vaitu membuat kerusakan (ifsad). dan
penyelewengan (jur) arau pengeelapan (ghulul). Menurut Syikh Ahmad al-
Duwui:i}'y 498, X1I: 36). al-glulul huwa akhdz al-sya'i min al-ghanimah gabl
qismat al-imam, mengambil sesuatu dari harta rampasan (ghanimah) sebelum
dibagikan vleh kepala negara)’. Ayat ini berkaitan dengan pengkhiatan pads
taporan harta ghanimah pada Rasul saw, sebagai kepala negara. Namun, dalam

kasus korupsi, bagi orang yung merusak (ifsad), maka hukumannyva
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dianalogikan kepada perampokan (hirabah) yang disebut dalam surat al-
Maidah- 33 vang hukumannya ada empat alternatif, yaitu dibunuh, disalib atau
dipotong tangannya.*

Menurut pendapat Prof. Dr. Ahmad Rofigq, Sekretaris Umum MUI
Jateng, vang dimuat pada salah satu harian ibukota mengatakan bahwa
mengenai kejahatan pengambilan kekayaan orang lain secara tidak sah untuk
memperkaya diri sendiri, digunakan terminologi sariqah (pencurian). Sclain
#u. dibahas juga ikhtilaf (menjambret), khiyanah (menggelapkan), ikhtilas
(mencopet), al-nahb (merampas), dan al-ghasb (menggunakan 1anpa seizin).”

Dalam Sghih Al-Bukhari juga dijelaskan makna yang kutipan sebagian
haditsnya, "Maka demi zat yang dii Mubammad di dalam gengamanNya,
tidaklah khianat’korupsi salah seorang dari kalian atas sesuatu, kecuali dia
skan datang pada hari kiamat nanti dengan membawa di lehemnya. Kalau yang
dikorupsi itu adalah unta, maka ia akan datang dengan melenguh." (Riwayat
Bukhari, lihat juga Riwayat Muslim).®

Dalam pandangan Islam, korupsi (mencuri, suap) dan sejenisnya sangat
dilarang dan haram hukumnya. Bahkan Allah SWT mengutuk mereka yang
melakukan korupsi, sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Anfal :

-
=]
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Artinva - "Hal orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan
RasulNya (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amangh-
amanzh yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-
Anfal : 27).7

Sedangkan pemberantasan korupsi secara hukum adalah  dengan
mengandalkan diperlakukannya secara konsisien Undang-lindang lentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang
hersifat repressif. Undang-Undang vang dimaksud adalah Undang-Undang No
51 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana
diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada orde lama
Lorupsi masih terjadi meski sejak tahun 1937 telah ada aturan yang cukup
jelas yaitu Peraturan Penguasa Militer Nomor 06 Tahun 1957, yang kemudian
diganti dengan Undang-Undang Nomor 24 [ahun 1960. Berganti ke orde
baru, keadaan semakin buruk meskipun sudah dilakukan perubahan pada
pﬁra,ngkit hukum tindak pidana korupsi. Latu dibuat Undang-Undung Nomor
3 Tuhun 1971 yang sangal keras tetapl seolah tidak berdaya menghambat
tindak pidana korupsi, Pada orde reformasi penyempurnaan terhadap Undang-
I 'ndang Nomor 3 Tahun 1971 melalui Undang-Undang Nomeor 31 Tahun
1999 yang juga telah direvisi melalyi Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001, hampir tidak membawa perubahan apa-apa. Bila Kita cermati dari awal

sampai akhir tujuan khusus yang hendak dicapai adalah bersifal umum. yuitu
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pencoakan keadilan hukum secara legas bagi siapa sja vang terbukd
mekikukan tindak pidana karupsi.

Pesseealan hukum pada dasamva melibatkan selurubh warga negara
Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum.
Pencaukan hukum tersebut dilakukan oleh aparat vang berwenang, Aparat
negara yang herwenang dalam pemeriksaan p&rkaﬂll pidana’ adalah aparat
Kepolisian, Kejuksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan |lakim merupakan
tiga unsur pencgak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang
dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan vang
Berlaku. Dulam menjalankan tugasnya unsur aparal penegak hukum tersebut
merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. D1 dalam rangka
penegakan hukum ini masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan
vang berbeda-beds sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan Ketentuan
Perundang-Undangan  vang  herlaky, akan tetapi secara . bersama-samd
mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya vaitu pemasvarakatan kembali
pars narg_p'xdnna;

Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan scbagai
penvidik dan juga sebagal pernunmut uwmum. Maka peranannya dalam
pemberantasan tindak piduna korupsi secara penal sangal dominan, artinya
1999 vang juga telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,
hampir fidak membawa perubahan apa-apa. Bila kita cermati dari awal sampui
akhir tujuan khusus vang hendak dicapai adalah bersifat umum, vaitu
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penegakan keadilan hukum  scears legas bagi siopa saja yang terbukti




melukukan tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum pada dasarnva melibatkan seluruh warga negara
indonesia. dimana dalam pelaksanaannya dilakukan olch penegak hukum.
Penegukun hokum tersebut dilakukan olch sparat vang berwenang. Aparal
negara vang hervenang dalam pemerikssan perkara pidanal adalah aparat
Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi. Jaksa dan Hakim merupakan
tiga unsur penegak hukum yang musing-masing mempunyai tugas. nw*e}tang
Jdan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan vang
berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebur
merupakan sub sistem duri sistem peradilan pidana, i dalam rangka
pencgakan hukum ini masing-masing sub sistém tersebut mempunyai peranan
sang berbeds-beda scsuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan
Perundang-Undangan  vang  berlaku, akan telapi  secara * bersama-samao
mempunyal kesamaan dalam twjuan pokoknya vaitu pemasyarakatan kembali
pars nurs pidana.

Da_llcli_m penanganan dari tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai
penyidik dam juga schagai penuntur umum. Maka peranannya  dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya
sccara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana
hukum pidana dalam  penanganannya, Selain penanganan  tindak pidana
sccora penal dikenal juga penanganan non penal vaitu digunakan sarana non
Nukum  pidwng, misalnya dengan  hukum  administrasi.  Keahlian yang

profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, balk mengenai pemahaman



dan pengertian serta penguasaan Peraturan Perundang- Undangan dan juga
terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar pemberantasan rindak pidana
horupsi dapat berhasil. Penguasaan tersebul sangal penling gifﬁmyu kurena
pelaku tindak pidana korupsi itu mempunyai ciri-cirl tersendiri. Ciri pada
pelabu tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh orang-orang vang
serpendidikan tinggi dan punya jabatan.’

Sulitnys  pemberantasan  tindak pi:lma- korupsi -adalah  dalam .hal
melaporkannya. Diibaratkan sebagai “lingkaran sctan”, maksud dari lingkaran
setan tersebut adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi dimams ada yang
mengetahul telish terjadi korupsi tetapi tidak melaporkan pihak yang berwajib,
ada vang mengetahui tapi tidak merasa tahy, ada yvang mau melaporkan lapi
ditarung, ada yang boleh tapi tidak berani. ada yang berani ta;pi tidak punya
Kuasa. ada yang punya kuasa tapi tidak mau, sebaliknyva ada pula yang purnya
huasa, punya keberanian temapi ridak mau untuk melapor pada vang berwajib,
lindak pidana korupst vang merupakan tindak pidana  khusus dalam
penangananya diperlukan suatu kerja sama dengan pihak lain. untuk dupa
diselesaikan perkaranyu oleh jaksa. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai
penunttt umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk
menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan fihak
Lsin vung terkait,

Kerjn sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum,

sarepa dalam melakukan kerja sama dalam suatu amran amu hukum yang




sifatnya pasti. Hubungan hukum' dengan pihak lain i dapat berupa
perseorangan. badan hukum dan instansi pemerintahan. Hubungan huloum
dengan perseorangan misalnya dengan seseorang saksi, seorang tersangka,
searang penaschat hukum. Hubungan hukum dengan badan hukam misalnva
dengan Perusahann Terorganisasi dimana tersanpka melakukan tindakan
Lorupsi, Sedangkan hubungan hukum dengan instansi pemerintahan lain dapat
dengan sesama penegak hukum yaite Kepolisian. Pengadilan dan Lembagpa
Pemasyarakatan, Adapun Instansi lain vang bukan penegak hukum vaitu
Hadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Bank, Kantor Pos dan Jain-
lain.

Untuk molaksanakan lugas pemberantasan korupsi maka Kejaksaan
tdah bisa bekerja sendiri dengan menpandalkan kemampuan aparat kejaksaan
tanpa kerja sama denmgan instansi lain, Menurut peraturan’ vang herlaku,
penyidik tindak pidana Korupsi adalah Joksa dan Polisi, sehingga dibutuhkan
herja sama antara kedua penegak hukum ini vang harus saling mendukung dan
saling niﬂﬁba:1lu untuk berhasilnya penyidikan tindak pidana korupsi. Dalam
kerga sama sering menjadi kelemahan dalam pemberantasan tindak pidana.
Maka dari it peran Jaksa di Semarang sangat diperlukan dalam menangani
tindak pidana korupsi. Diharapkan jaksa bisa membuat inisiatif agar korupsi
khususnya di Kabupaten Scmarang tidak terjadi. Maka dengan ini penulis
menulis skripsi dengan judul "Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana

Korupsi Di Kejaksaan Negeri Semarang™.
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B Perumuszan Masalah

Korupsi merupakan kejahatan vang sangat merugikan negara, untuk it
diperlukan kerja aparal pencgak hukum vang profesional. Penegakan hukum
tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang
vang berlaku, Aparal negara vang terkait dalam pemeriksaan perkara pidana
sdalah aparat Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan. Kejaksaan merupakan
salah satu aparat penegak bukum vang berwenang dalam penanganan tindak
pidana  korupsi. Maka dibutuhkan peran Lembaga Kcjaksaan  dalam
penanganan tindak pidana korupsi agar lindak pidana Korupsi dapat diberantas
dari kasus karupsi vang terkecil sampai kasus yanp be:'s.ﬂr, Sehingga
Lesejahteraan masyarakat terpenuhi demi peningkatan pertumbuhan ekonomi
neEara.

Dari judul tentang peran lembugn kejaksaan dalam penanganan korupsi
fordapal berbagai masalah yang timbul, maka penulis dalam penélitian ini
membatasi masalah vaity meneliti tentang peran jaksa dnlaﬁ’: penanganan
tindak p%ﬂmm Korupsi di Scearang menurut undang-undang tindak pidana
korupsi yang herlaku,

Dari latar belakang, identifikasi masalsh dan pembatasan masalah
tersebur di aras maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

. Bagaimana peran jakea dalam penvidikan perkara tindak pidana korupsi di

Rejaksaun Negeri Semarang?

bt

Bagaimana Hambatan-hambatan penyidikan dalam perkara tindak pidang

Korupsi di' Kejaksaan Negeri Semarang?
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. Tujuan Penelitinn
Tujuan vanyg dapat dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut :
t Untuk mengetahui peran jaksa dalam penyidikan perkara tindak pidana
horupst di Kejaksaan Negeri Semarang.
2 Lntuk mengetahui hambatan-hambatan penyidikan dalam perkuara lindak

pidana korupsi di Kejaksaan Neperi Semarang.

. Manfaat Penelitian
Manfaat penclitian ini dibagi menjadi dua kategori yaitu :
1 Manfhat Teorits
Sehagai sarana pengembangan umum tentang llmu Pengetahuan bidang
hukum yang berkaitan dengan peranan jaksa dalam penanganan tindak
pidana kerupsi. terutama bagi mahasiswa hukum.
2 Manfaat Praktis
Sebagai sural menyelesikan studi S1 di Fakultas Hukum Unissula,
E. Metode Penelitian ‘
1. Meiode Pendekatan
Metede pendekaian penelitian diartikan sebagai suatu prosedur untuk
mendapatkan data yang didasarkan alas ukuran-ukuran tertentu vang berkaitan

denoan masalah penelitian,
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Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode
pesclitian yuridis normatil dengan tipe penelitian kualitatif. Ronny Hanitijo
Seemitro mengemukakan pendapatnyas mengenai penelitian yuridis normatif
adalah sebagai berikut

" Penelitian  yuridis normatif adalah suatu pendekatan vang selain
menggunakan ketentuan hukum positif Indonesia. materi kuliah, juga
menggunakan  pandangan atau pendapat para ahli atau pakar hukum
vang telah berpengalaman terutama yang berkaitan dengan penelitian ini

schingga akan diperoleh hasil yang lehih lengkap dan  dapat

dipertanggung jawabkan”, '

Tipe penelitiun kualitatif dipilih untuk digunskan agar dapat mengungkap
dan mendupatkan mukna vang mendulam don rinci terhadap objek penelitian
dan narasumber,

Spesifikasi Penelitian

Tipe  penclitian  yang  digunakan  dalam  penclitian  ini  adalah
Seskriptit analifis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangnya dan
seplementasinya di dalam  prakick vang dikaitkan dengan teori-teori dalam hal
o adalah teori hukum pidana dan hukum acara pidana. Tempat penelitian
Serada d;;anmr kejaksaan negeri Semarang.

Sumber data dalam penelitian ini sesuai denpan metode pendekatan yang

bersifol penelitian yuridis normatife ( pengkajian terhadap dasar hukum } .
maka sumber data yang dipakai adalah data sekunder selain sumber data primer

sehagai data pendukung, Sumber data primer dalam penelitian ini bersumber

© The L lang Gile, 2000, Peagantar Fisatar i Liberty Yoayakertn, Hal, [16- 117
 Reermsy | laninjite Scemitro, 1990, Metode Peielitian Hikum, Ghalia Indanesig, Jokar. 1lal. 34-
s



e

dan pendapat para praktisi di lingkungan sistem peradilan pidana kKhususnva
Hakim Tipikor. Sumber dala sekunder berupsa peraturan perunidang-undangan
Shususnva  Undang-undang  Nomor 30 Tahun 2002 tentang  Komisi
Pemberantasan Tindak. Pidana Korupsi, Kepres No. 59 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengaditan Negeri
Jakarta Pusat (Pengadilan Tipikor), Buku-buku literatur, dokumen-dokumen
yang herkaitan dengan aspek vang ditchiti.

Metode penentuan data primer berkaitan dengan penentuan narasumber
atau informan vaitu pihak yang akan dimintakan pendapat, pandangan maupun
persepsinya tentang permasalahan korupst yang diteliti. Dalam penelitian ini
sasssumber vang dimaksud adalah orang yvang menjadi sumber informasi vailu
jaksa Recardo, 811 Narssumber dalam penelitian ini diambil secara bertujuan
Crposive), vakni mereka vang bidang tugasnya atau mempunyai pemahaman
sang balk berkaitan dengan aspek atau permusalahan yang diteliti. Mengingat
Upe penelitian mi bersifat kualitatif maka akan ditentukan narasumber kunei
ey mﬁ::.umm sebagal narasumber pertama pada tiap golongan yang akan
dipakai sebag_ﬂi acuan awal untuk menentukan narasumber selanjutnya.
Penentuan data berupa narasumber berikuinys berkembang mengikuli prinsip
Swaw halls™ dan pilthan data berakhir setelah terdapat indikasi "tidak
munculnya” wvariasl awmu informan baru vang berkaitan dengan materi

penclition.



14

3. Metode Pengumpulan Data
4. Metode Pengumpulun Data Primer.
Terhadap data primer metode pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara dengan  pedoman  wawancara, secara tidak  berstruktur

(unstrictyred interview) terhadap narasumber.

b. Metode Pengumpulan Data Sekunder
Terhadap dala sekunder metode pengumpulan data dilakukan dengan

penelitian dan penclusuran kepustakaan vang hersumber dari data sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung bukti atau fakta vang diperlukan dalam penclitian ini.
maka penulis menentukan lokasi penelitian. Lokasi penclitian penulis ini
dilakukan di Kejaksaan Negeri Semarang.

Diharapkan dengan adanya penelitian tersebut dapat membantu penulis
dalam menyimpulkan hasil akhir dari penulis ini, sehingga kesimpulan tersehut
merupakan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Metode A.;a].lsls Data

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif dengan alur pikir induksi
komseptualisasi, Induksi konseptualisasi sebsgui pendekatan penelitian yang
bertolak dari data untuk membangun suatu konsep ataupun teori, yang terlebih
dahulu dikonfirmasikan dengan teori lain, asas-asas hukum yang berkaitan
dengan permasalahan vang diteliti dalum hal ini adalah teori hukum pidana dan
hukum acara pidana. Sejalan dengan fokus studi dan permasalahan, penelitian

kualitatif dﬁngan paradigma  konstruktivisme ( bahwa scriap manusia
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mempunyai construet  / bangunan kebenaran dan construe [ cara memahami
kebenaran ) . Penpounaan pendckatan ind dimaksudkan umtuk menghindari
ketimpangan dalam mengkaji hukum, karena disatu sisi hukum tidak bisa
melepaskan diri dari cirinve vang normatif. tetapi juga tidak selamanya murni
yuridis, dan hukum bukanlah scsuatu yang berproses sccara asosial dan
akliltural,

I. Sistematika Penulisan

Bab 1 Penduhulian

Dalam bab ini menguraikan tentang @ Latar Belakang, Perumusan Masalah,
Tujunn Penelitian, Kegunsan Penelitian,  Metode Penelitian, dan Sistematika

PFenulisan, '
Bab Il : T'imjuuan Pustaka

alam bab ini menguraikan tentang : Pengertiun Tindak Pidany Korupsi
Pengertian Korupsi. Penyelidikan dan Penyidikan, Tugas dan Tungsi Kejaksuan

dalam Tindak Pidana Korupsi, Pandangan Tslam terhadap Tindak Pidana Korupst.
Bab I11 : IMasil Penelitian dan Pembahasan

Palam bab ini diuratkan tentang hasil penelitian vang meliputi peran kejaksaan
dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejakasaan Negeri* Semardng dan
Hambatan-hambatan penyidikan  dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di

Kejakasasn Negeri Semarang,

Bab IV : Penutup




Dalam bab kecmpal ini berisi lentang kesimpulan dan saran
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